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Abstrak:

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas., Tujuan penelitian: (1) untuk
mengetahui bentuk kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang lebih
menguntungkan bagi perusahaan, (2) untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan
subsidi pajak dengan pajak penghasilan pasal 21 badan dalam penerapan
tunjangan pajak, dan (3) untuk mengetahui apakah kebijakan pajak peng-
hasilan pasal 21 karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pajak penghasilan badan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian
arsip, yaitu penelitian terhadap dokumen atau arsip data yang diperoleh dari
data internal perusahaan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif
dan statistik inferensial parametrik.

Berdasarkan statistik deskriptif penerapan kebijakan pajak peng-
hasilan pasal 21 karyawan berupa tunjangan pajak, mengakibatkan jumlah
pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan penerapan subsidi
pajak. Rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak
adalah 94,77 persen dari rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan
subsidi pajak. Selisih jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi
pajak dengan penerapan tunjangan pajak adalah 5.23 persen dari jumlah pajak
penghasilan pasal 21 karyawan. Berdasarkan uji hipotesis, hipotesis pertama
yang menyatakan kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk
tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada subsidi pajak
ditolak, hipotesis kedua yang menyatakan lerdapat perbedaan yang signifikan
antara pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan pajak
penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak ditolak, dan hipotesis
ketiga yang menyatakan kebijakan pajak penghasilan karyawan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan juga ditolak.
Kesimpulan penelitian secara deskriptif penerapan kedua macam kebijakan
pajak penghasilan karyawan mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pajak
penghasilan badan, tetapi jumlah perbedaan tersebut tidak signifikan,

Kata kunci: Pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan badan.
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Abstrack

This research entitiles is the cases studi rescarch on The Corporaie
Income Tax in Regional Dninking Waicer Company Banyumas Regency,

The aims of research, (1) to see the form of employees’ income tax
policy that is more advantageous 1o the company, (2) to see is there significant
difference between corporale income tax in tax subsidy application and
corporale income fax in allowance application, and (3) 1o see whether
cmployees’ income lax policy have a significant effect on the corporale
income tax, Method of research that is cunducted is archival research. ie.
research on the document or data archives that is obtained form company
internal data. The data analysis is made with descriptive statistic and
parametric infercntial statistic,

Based on descriptive statistic the application of employees’ income
tax policy in the form of tax allowance to result in the (otal corporate income
tax more litlle compared to tax subsidy application, The average corporale
income (ax in tax allowance application is 94.77 percent of the average
corporate income tax in tax subsidy application, The difference of tolal
corporaie income 1ax in the tax subsidy application and tax allowance is 5.23
percent of total corporate mcome tax in the tax subsidy application or 30
percent of tolal employee income tax,. Based on the hypothecal test, first
hyvpothesys. which states employees' income lax policy in the form, tax
allowance 1s more advantageous (o the company than tax subsidy is refused,
the second hypothesys which states there i1s significant between corporaie
income tax in tax subsidy application and corporalc income tax in tax
allowance applications is refused, and the third hypothesys which states
cmployees” income tax policy has significant effect on the corporate income
tax is also refused. Research conclusion in descriptive way the application of
both types on ciployees’ income (ax cause the exisience of difference of total
corporate income tax. but the sum of difference mentioned is insignifficant.
Keyword: personal income tax, corporate income tax,

Dalam kegiatan usaha dan perusabaan terdapat dua subjek pajak
penghasilan: yaitu perusahaan dan karyawan. Perusahaan sebagai subjek pajak
dan pajak penghasilan wajib pajak badan dikenakan pajak atas laba yang
diperoleh dari kegintan usahanya, sedangkan karyawan scbagai subjek pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak atas penghasilan vang
diterima dar perusahaan.

Pembayaran pajak penghasilan merupakan kewajiban dari penerima
penghasilan, namun dalam kenyataaannya pembayaran pajak penghasilan
karyawan tidak sclalu dipotong dari penghasilan karvawan, tetapi adakalanva
ditanggung olch pembern kerja (subsidi pajak) atau perusabaan memberikan
tungangan pajak kepada karyawan, Subsidi pajak bukan merupakan unsur
penghasilan karyawan dan tidak beleh diakui sebagai biaya dalam menetapkan
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penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan. sedangkan
tunjangan pajak  merupakan unsur  penghasilan  karvawan dan  hams
diperhiungkan sebagai biaya dalam menetapkan penghasilan kena pajak untuk
wajib pajak badan,

Tulisan ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang dimaksud-
kan untuk mengetahui: (1) kebijakan pajak penghasilan pasal 21 yang lebih
menguntungkan bagi perusahaan disubsidi atau diberikan dalam bentuk
tunjangan, (2) apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak
penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak PPh pasal 21 dalam
tunjangan pajak penghasilan pasal 21, (3) apakah kebijakan pajak penghasilan
pasal 21 mempunyai pengaruh vang signifikan terhadap pajak penghasilan
badan.

Objek pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan yaitn setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dar Indonesia maupun dari lvar Indonesia yvang dapat
dipakai untuk konsumsi atan untuk menambah kekayaan wajib pajak vang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Waluyo dan llyas,
2002:62). Pajak dikenakan kepada semua wajib pajak, baik badan maupun
orang pribadi yang menenima atau memperoleh penghasilan kena pajak
(Gunadi, 1997,143),

Dalam sebuah perusahaan terdapal objek pajak penghasilan antara
lain penghasilan yang ditcrima oleh karvawan dan penghasilan vang diterima
oleh perusahaan. Penghasilan vang diterima oleh karyawan vang merupakan
objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penggantian atan imbalan
berkenaan dengan pekerjaan alau jasa vang diterima atau diperoleh termasuk
gaji, upah, tunjangan, honoranum, komisi, bonus, gratifikasi., vang pensiun,
atau imbalan dalam bentuk lainnya (Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang
Momor |7 Tahun 2000). Penghasilan perusahaan yang merupakan objek pajak
penghasilan badan adalah laba usaha (Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang
MNomor 17 Tahun 2004)).

Pajak penghasilan karyawan dipungut melalui sistem pemotongan
pada saat penghasilan itu dibayarkan. Pasal 21 Undang-undang PPh menetap-
kan bahwa setiap pemberi kerja, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan yang
membayarkan penghasilan wajib melakukan pemotongan, penyeioran, dan
pelaporan atas pajak. Jumilah potongan pajak (pajak terutang) setiap bulan
adalah penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajak penghasilan
orang pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-
undang MNomor 17 Tahun 2000, PKP adalah penghasilan bruto dikurangi
dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pinsiun, dan penghasilan tidak
kena pajak. Pada akhir tabun perusahaan melakukan penghitungan PPh pasal
21 tahunan dan menyampaikan sural pemberitahuan talhunan (SPT) serta
menyetorkan kekurangannya ke kas negara atau bank persepsi alas penghasilan
yang dibayarkan kepada seluruh karyawan.
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Pembayaran PPh pasal 21 adalah kewajiban dari karvawan vang
menerima  penghasilan, namun adakalanya PPh Pasal 21 dan karvawan
lerscbul ditanggung oleh pemberi kerja atau pemberi kerja memberikan
tunjangan pajak kepada karvawannya untuk keperluan pembayvaran PPh pasal
21, PPh pasal 21 yang ditanggung olch pemberi kerja (subsidi pajak) maupun
pemberian tunjangan pajak merupakan unsur biava gaji bagi pemben kerja,

Perhitungan PPh badan adalah berdasarkan penerapan tarif wmum
atas laba-rugi fiskal. Taril umum untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha
tetap diatur dalam pasal 17 avat (1) huruf b, Penghasilan kena pajak atau laba
fiskal (raxable profit) alau rugi pajak (fax fess) adalah laba atan rugi selama
satn periode vang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan vang menjadi
dasar penghitungan pajak penghasilan (PSAK No.46 Akuntansi Pajak
Penghasilan). Laba-rugi fiskal berbeda dengan Ilaba-rugi akuntansi,
pengeluaran-penpgeluaran vang tidak dapat dibebankan sebagai biava dalam
perhitungan laba-rugi fiskal kemungkinan dapal dibebankan schagai biaya
dalam perhitungan laba-mgi akuniansi. Laba-tugi akuniansi adalah laba/mgi
bersih selama satu periode scbelum dikvrangi beban pajak dan disusun
berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK).

Pengeluaran-pengeluaran - vang  tidak  boleh  dikurangkan dari
penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PEP bagi wajib pajak dalam
negen dan bentuk usaha tetap diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2000. PPh pasal 21 vang ditanggung oleh pemben kerja
merupakan penggantian atau unbalan schubungan dengan pekerjaan atau jasa
vang diberikan dalam beniuk kenikmatan. Kemkmatan berupa PPh yang
ditanggung pemberi kerja bukan merupakan objck pemotongan PPh pasal 21
(KEP-345/PJ2000), dan termasuk dalam pengeluaran vang tidak dapal
dibebankan sebagai biaya (mon deductible expenses) dalam menentukan
besarnya PKP untuk wajib pajak badan,

Kebijakan kesejahteraan karyawan dalam hal pembayaran PPh pasal
21 dalam bentuk lain selain subsidi pajak adalah pemberian tunjangan pajak
kepada semua karyawan yang menjadi subjek PPh pasal 21. Tunjangan pajak
merupakan unsur dari penghasilan vang teratur dan merupakan objek
pemotongan PPh pasal 21, Dalam menentukan besarnya PKP bagi wajib pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tunjangan vang diberikan dalam bestuk
uang adalah sebagai pengurang penghasilan bruto.

Apabila perusahaan mencrapkan kebijakan pajak penghasilan
karyawan berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, maka jumlah PPh
pasal 21 terwtang yang dibayar oleh perusahaan lersebut tidak dapat
dibebankan schagai biaya dan tidak boleh untuk mengurangi penghasilan bruto
dalam menentukan besamya PKP wajib pajak badan. Apabila perusahaan
menerapkan  kebijakan pajak  penghasilan  karvawan berupa  pemberian
tunjangan pajak. maka pembayaran PPh pasal 21 terutang akan dipotong dari
penghasilan karyawan. Jumlah pembayaran tunjangan pajak merupakan unsur
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biava gaji dan merupakan unsur pengurang penghasilan bruto dalam
menentukan besamya PKP wajib pajak badan. Penerapan kebijakan pajak
penghasilan karvawan baik berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan
maupun berupa pemberian tunjangan pajak akan mempengaruhi besamya laba
fiskal atau PKP wajib pajak badan, sehingga akan mempengaruhi pula jumlah
PPh badan terutang.

Dari uraian vang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam
penelitian adalah sebagai berikut: (1) kebijakan pajak penghasilan karyawan
dalam bentuk tungangan pajak lebih menguntungkan daripada subsidi pajak (2)
terdapat perbedaan vang signifikan antara jumlah pajak penghasilan badan
dalam penerapan subsidi pajak dengan jumlah pajak penghasilan badan dalam
penempan tunjangan  pajak (3) kebijakan pajak penghasilan karyawan
mempunyai pengaruh yang signifikan lerhadap pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Penelitian i adalah penelitian studi kasus, vaitu penelitian terhadap
penerapan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PDAM
Kabupaten Banyumas.

Metode penclitian vang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian arsip
tarchival research), yailu penelitian terhadap fakia vang teriulis (dokumen)
atau arsip data yagn diperoleh dan data internal PDAM Kabupaten Banvumas.

Penentuan variabel: (1) Kebijakan pajak penghasilan karyawan (subsidi
pajak atau tunjangan pajak) . termasuk jumiah subsidi pajak atau tunjangan
pajak scbagm vanabel independen (2) jumlah PPh badan schagai variabel
dependen. Sedangkan data yang diperlukan: (1) data umum perusahaan, (2)
Neraca, (3) Laporan laba-rugi, (4) SPT talhunan PPh karyawan. (5) SPT
tahunan PPh badan, (6) Dokuwmen lain yang berkaitan dengan PPh.

Metode pengumpulan data: (1) Meiode survai, vailn  untuk
memperoleh data primer mengenan kegiatan perusahaan termasuk mengenai
peneripan kebijakan dalum hal pajak penghasilan karvawan. Metode survai
dilakukan dengan teknik wawancara dengan pejabal dan pegawai perusahaan
vang lerkail dengan administrasi atau pengurusan pajak. (2) Metode observasi,
yaitu untuk memperoleh data sckunder berupa data vang iclah tersusun dalam
arsip (data dokumenter) vang disimpan di dalam perusahaan (data imtemal)
yaitu data umum, neraca, laporan laba/rugi, SPT PPh karyawan, SPT PPh
badan, dan dokumen lain yang terkail dengan pajak penghasilan. (3) Studi
pustaka, yailu untuk memperoleh data teonitis berupa literatur-literatur dan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penclitian dan pajak penghasilan.

Sumber data: (1) Data primer. vaitu data yang diperoleh peneliti secara
langsung dani sumber asli melalui teknik wawancara dengan pejabat atau
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pegawai perusahaan berupa data kegiatam perusahaan fermasuok kebijakan
pajak penghasilan karvawan vang diterapkan. (2) Data sckunder. vaitu data
vang diperoleh peneliti secara tidak langsung (diperoleh dam dicatat oleh
perusahaan) berupa data umum. neraca, laporan laba-rugi. SPT PPh karyawan,
SPT PPh badan, dokumen lain vang terkail dengan pajak penghasilan, seria
data-data teoritis  berupa literatur-literatur  dan  peraturan-peraturan  yagn
berkaitan dengan penelitian dan pajak penghasilan,

METODE ANALISIS

Definisi aperasional variabel

Variabel independen atau variabel bebas (independent variable) adalah
kebijakan pajak penghasilan karyawan beropa subsidi pajak atau tunjangan
pajak. Besammya subsidi pajak atan tunjangan pajak adalah sebesar jumiah
pajak  penghasilan karvawan. Subsidi pajak atau tunjangan pajak akan
mempengamuhi besamya Iaba fskal atau PKP wajib pajak badan. Apabila
kebijakan pajak penghasilan karyawan yang diterapkan adalah subsidi pajak.
maka besamya laba fiskal adalah jumiah laba akuntansi ditambah dengan
jumlah subsidi pajak, tetapi apabila kebijakan pajak penghasilan karyawan
vang diterapkan adalah tunjangan pajak. maka besamya laba fiskal adalah
sejumlah laba akuntansi.

WVariabel dependen ataw variabel terikat (dependent variabie) adalah pajak
penghasilan badan. Besamya pajak penghasilan badan adalah perkalian antara
tarif pajak penghasilan badan denpan PKP wajib pajuk badan atau Iaba fiskal.

Teknik analisiy
Menghitung rata-rata subsidi pajak atau tunjangan pajak per tahun dari tahun
2000—2002, dengan rumus:

T e

n

Menghitung rata-rata PPh badan per tahun berdasarkan kebijakan pajak
penghasilan karyawan yvang diterapkan berupa subsidi pajak dari tahuon 2000—
2002, dengan ruimus;

}_zzxﬂ

1

n.

Menghitung riti-rata PPh badan per tahun berdasarkan kebijakan pajak

penghaislan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak dani tahun 2000—2002,
dengan rumus;

sl
H

2
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Menguji hipotesis pertama yaitu kebijakan pajak penghasilan karvawan dalam

bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada

subsidi pajak. dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial parametnk

vaitu uji hipotesis beda dua mean untuk sampel kecil berupa ttest independent

polled varians (Djarwanto dan Subagyo, 2000;207; Sugiyono, 2003;135).

Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis aliernatif:

Hopy = pz . PPh badan dalam penerapan subsidi pajak sama dengan PPh
badan dalam penerapan tunjangan pajak.

H.:py = p-  PPh badan dalam penerapan subsidi pajak sama besar dari PPh
badan dalam penerapan tungangan pajak.

Digmnakan aliconatif penguyuin sisi kanan

Menentukan level of significance; « =10.1

Menentukan kriteria pengujian (rirfe of i rest);

Daerah tolak

H.
H., diterima apabila: e < top
H. ditolak apabila | G ™ liatwl
Perhumngan nilai 1

3

= "::f'::”‘}{m 4




18 Jurnal llmiah Akuntansi, November 2004, Vol4 No. |

Menentukan kesimpulan pengujian:
H., diterima atan ditolak.

Menguji lupotesis kedua vaito terdapat perbedaan vang signifikan antara PPh

badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan

tunjangan pajak, dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial
parametrik vaitu uji hipotesis beda dua mean untuk sample kecil berupa tiesi
independent polled varians (Djarwanto dan Subagyo. 2000:207); Sugivono,

20003;135),

Menentukan formolasi hipotesis nihil dan hipotesis altermatif,

Hy:py=py @ Tdak terdapal perbedaan vang signifikan antara PPh badan
dalam pencrapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam
penerapan tunjangan pajak.

H =y © Terdapat perbedaan vang sigufikan antara PPh badan dalam
penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan
tngangan pagak,

Digunakan alternatif pengujian dua sisi.

Menentukan level of significance «« =111

Menentukan kriteria pengujan (rule of the test).

Daerah tolak Derah tolak

Daerah teruma

7, /
Ho
iayznl mze2 Yozt 4022

H diterima apabilss =t = D = libel
Hy ditolak apabila |l = = laba AN < byng = Laber

Perhitungan nilai 1

X1 - X,
sy = —F

j(nl — )87+ (o, — 1)y { 1 . 1
1 n+n,—2 ' h n;,]f
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Menentukan kesimpulan pengujian:

H, diterima atau ditolak.

Menguji  hipotesis  ketiga  yaitu  kebijakan pajak penghasilan  karyawan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan,

dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial parametrik, vaitu uji
hipotesis standard error of the regression coefficient (Djarwanto dan Subagyo.

2000306 Sugivono, 2003:243),

Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alteratif:

Ho: p=0: Kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi
pajak atau tunjangan pajak tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap PPh badan,

H =0 Kebyakan pajak penghasilan kanawan dalam bentuk subsidi
pajak atau tnjangan pajak mempunvai pengaruh vang sigmifikan
terhadap PPh badan

Drgunakan alternatif pengujian dua sist

Menemtukan level of significance: =01

Menentukan kritenia pengujian (rule of the test).

Daerah tolak Daerah tolak

Daemﬁ terima

7 /
o
L2, 112 Loz a2

H,, diterima apabila: -t = Yimg < Label
H., ditolak aquﬂa : II'||||.|‘ 2 = Laei alau Thitiang = Lisded

Mencari persamaan regresi linier Y' = a + bX;

Menyusun nilai-nilai variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) ke
dalam tabel. menjumiah nilai X dan juga nilai Y.

Menghitung nilai-nilai X° dan dijumlahkan menghitung XY dan dijumlahkan.
Mencari garis regresi Y' =ga + bX

Y = nilai variabel dependen sesungguhnya

Y = nilai variabel dependen diramalkan

X = nilai variabel independen
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a = bilangan konstan (titik potong pada sumbu vertikal jika nilai X = 0)
b = slope vaitu koefisien kecondongan garis.

Menghitung nilai-nilai a dan b, dengan rumus:

- (Eon)-(Ex [ Ex)

i=1

{5 #)-(8)

Menghitung Y" dengan memasukkan nilai-nilai a dan b ke dalam persamaan:
Y'=a+bX

Menghitung limits of prediction dengan deviasi siandar dari disiribusi yang
dinyatakan dengan rumus:

yx = untuk menyatakan bahwa kita menduga deviasi standar senyatanmya
daripada ¥ untuk nilai-nilai X tertentu

Sy x = standar error of estimate

Menghitung standard error of the regression coefficient:

Sy

Distribusi sampling nilai b mengikuti distribusi nilai | dengan degrees of
Sfreedom n-2 ’
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b-
= ——— (uniuk n < 30)
S
Menentukan kesimpulan pengujian:

H., diterima atau ditolak.

RINGKASAN HASIL PENELITIAN
Kehijakan pajak penghasilan karyawan

Pajak penghasilan karvawan PDAM Kabupaten Banyumas sesuii
dengan Keputusan Dircksi Nomor. 973/2180/1995 Tanggal 12 September
1995 dibebankan atau dibayar sepenuhnya oleh perusahaan atau diberikan
subsidi pajak oleh perusahaan untuk penghasilan yang dilenma setiap bulan.
Untuk penghasilan yang tidak diberikan secara lerus-mencrus scliap bulan
menjadi beban masing-masing karyawan.

Jumlah subsidi pajak penghasilan karyawan PDAM Kabupaten Banyumas
tahun 2000, 2001 dan 2002

No. Tahun Subsidi PPh karvawan

1. 2000 28 097 860,00

2. 2001 38.315.595.00

3. 2002 64,803, 798,00
Jumlah ( X,) 131.217.253.00

Rata-rata subsidi pajak per tahun ( X) 43.739.084.00

Pajak penghasilan badan
Jumlah pajak penghasilan badan berdasarkan kebijakan pajak penghasilan
karyawan berupa subsidi pajak

No. Tahun PKF (Rp) PPh badan (Rp)

1. 2000 SEE.BOT 000 .00 167.892.030,00

2, 2001 Q98 730,000,000 JH2119.000,00

3 2002 L.OGE 452 000,00 303035 600 (0
Jumlah { X} T53.046.630,00

| Rata-rata PPh badan per tahun ( X;) 251.015.543.00

Jumlah pajak penghasilan badan berdasarkan kebijakan pajak penghasilan
karvawan berupa tunjangan pajak

PEP (Rp) PPh badan (Rp)

[ No. | Tahun
| 1 | 2000

560.709.000.,00 159.462.740.00
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| 1

20k
{ 20402

9604 1400000

1003, 648 (KK 00

r 270.024 20000 |
| 283.594 400,00 |

| Jumilah ( X;)

. Rata-rata PPh badan per tahwin ?i;_.l_-

71 3..ﬁi!1_.li':l-l{':l:[ql!_ll
297.893.780,00

Perbedaan antara jumlah pajak penghasilan badan berdasarkan kebijakan pajak
penghasilan karyawan berupn subsidi pajak dengan unjangam pajak

Fo o PPh badan pada | PPh badan pada | Selisih
| Mo. | Tahun subsidi pajak | lunjangan pajak | R | o,

B (Rp) (Rp) S
1 2000 167 892.030,00 | 159462 74000 | 842929000 | 53
2 | 2001 282.119.000,00 | 270,624 200,00 | 11494 800,00 | 4.2
3 | 2002 303.035.600,00 | 283 594.400,00 | 19.441.200,00 | 6.9
(EX) | 753.046.630,00 | 713.681.340.00 | 39.365.300,00 | 5,5
(X | 251.015543,00 | 237.893.780,00 | 13.121.763,00 | 5.5

Dari data dalam (abel

di atas diketabui bahwa jumlah pajak

penghasilan badan dalam pencrapan subsidi pajak lebih besar dibanding
Jumlah pajak penghasilan badan dalam pencrapan lunjangan pajak. Selisih
jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan kedua bentuk kebijakan
lersebul mia-rata per iahun sebesar Rp 13,121.763,00 atau 5,5 persen dari
Jumlah pajak penghasilan badan dalam pencrapan mn_},angan pajak. Pajak
penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak rata-rat 94,5 persen dan
pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak.
Perbandingan jumlah pajak penghasilan karyvawan dengan selisih pajak

" Dari data pada tabel di atas dikeiahui bahwa selisih pajak penghasitan badan

Selisih PPh badan

P

§.429.290.00
11494 800,00
19.441.200,00

penghasilan badan
P Jml. PPh kary,
Mo, Fahun (Rp)
l. HHH) 28,097 RaD .00
2. M FR.315 59500
3 2002 64 803 798,00
(£X) 131.217.253,00
( X) 4373908400 |

39 365, 300,00

888

13.120.763.00

(e

dan kedus macam kebijakan pajak penghasilin karvawan adalah sebesar 30

persen dari jumiah pajak penpghasilan karyawan.

Fengujian hipotesis pertama
Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:
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He = po ;. PPh badan dalam pencrapan subsidi pajak sama dengan PPh
badan dalam penerapan tunjangan pajak.

H. :w = w: ;. PPh badan dalam penerapan subsidi pajak lebih besar dari PPh
badan dalam pencrapan lumjangan pajak

Digunakan allematil pengujian sisi kanan.

Derajat keyakinan o = 0.1 dan derajat kebebasan ny +n; -2 =4

Diperoleh bane = i +a2- 5= o, 4, Sebesar 1,533

krileria pengujian

Hq diterima apabila Gy, = 1.533

H;, ditolak apabila tyy, = 1,533

Hasil perhitungan nilai t diperoleh f,, = 0,228

Oleh karena tyjune = like ¥aiiu 0,228 < 1 533, maka H, diterima, berarti py = p;

atau PPh badan dalam penerapan subsidi pajak sama dengan PPh badan dalam

penerapan tunjangan pajak. sehingga hipotesis pertama vang menvatakan H

Hi = e atau pajak penghasilan karvawan dalam bentuk tunjangan pajak lebih

menguntungkan bagi perusahaan daripada subsidi pajak ditolak.

Daerah tolak
Daerah terima

t.m.uI= 0.228 tiog 0= 1.533

Gambar 1. Daerah pencrimaan dan daerah penolakan H,
{hipotesis periama)

Pengmjian hipotesis kedua

Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:

Hy ! py =zt Tidak terdapat perbedaan vang signiikan antara PPh badan
dalam penerapan subsidi pajak denpan PPh badan dalam
penerapan lunjangan pajak,

H. ! # 12 Terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam
penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam pencrapan
tunjangan pajak

Digunakan alicrmatif pengujian dua sisi.

Derajat keyakinan o = 0,1 dan derajat kebebasanmy + n-—2=4
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Diperoleh tywe = oz + n2- 2= Lops,q) Sebesar 2,132

Kriteria pengujian:

H. diterima apabila —2.132 £ e = 2132

H., ditolak apabila une, < -2.132 atau G, = 2.132

Hasil perhitungan nilai t diperoleh t,,,,, = .228

Oleh karena - tuna < lunwg < Db vaitu =2,132 < 0,228 < 2 132, maka H,
diterima, berartt gy = p- ataw tidak terdapat perbedaan vang signifikan antara
PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan
nuyjangan pajak. schingga hipotesis kedua vang menvatakan H -y = p. atau
terdapat perbedaan vang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi
pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak ditolak.

Daerah folak Daerah tolak

Daerah terima

/

"l|r|-',-:-i_1'.=2. 770 thun =228 1.;_».@3_45“1??6
i

Gambar 2. Dacrah penerimaan dan daerah penolakan H,
(hipotesis kedua)

Pengujian hipotesis ketiga

Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif®

H;: B =0, Kebijakan pajak penghasilan karvawan dalam bentuk subsidi
pajak atau tunjangan pajak tidak mempunyai pengaruh vang
signifikan terhadap PPh badan,

H. P =0, Kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi
pajak atau tunjangan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap PPh badan

Digunakan alternatil pengujian dua sisi.

Derajat keyakinan « = 0,1 dan derajat kebebasann -2 = 1

Diperoleh e = tiwz o = Linos 1y Sebesar 6.3 14

Kriteria pengujian:

H,, diterima apabila —6.3 14 = ty,, = 6,314

Hn ditolak apabila thie = 6.3 14 atau thivirge = 0.314.
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Berdasarkan tabel nilai-nilm variabel dependen (Y)). vanabel independen (X,).
X, IY,. X°. XY, scria perhitungan nilai-nilai a dan b untuk Y= a + bX
diperoleh persamaan regresi Y™ = 115 295.164.6472 + 31030 X. Y  adalah
nilm vanabel dependen vang diramalkan vaitu pajak penghasilan badan. X
adalah mlai variabel independen vaitu subsidi/tunjangan pajak penghasilan
kanawan. a adalah bilangan konstan vang merupakan nilai Y pada saat nilai
X = 0. b adalah slope atan koefisien kecondongan gans regresi atau nilai
pemubahan Y vang dipengamhi oleh setiap nilai perubahan X = 1. Berani
sciiap milai X bertambah sebesar |. maka nilai Y~ akan bertambah scbesar
31030, Apabila subsiditanjangan pagak (X) bertambah sebesar

Rp 10040, 000,00 maka pajak penghasilan badan (Y ) akan bertambah sebesar
LI030X atan 3, 1030 x Rp 1000 000,00 vastm Rp 3103 00004

Hasil perhitungan diperoleh standard error of estimate (Sy+) = 60.596.775.
standard error of the regression coefficient (5,) = 2. dan fyu,.. = L3719

Oleh karena =Lenbed = 'l|m < bt '\Hm.l- 634 < 13719 < fl,“”.'l' um H.
diterima. berarti [ = 0 atau kebijakan pajak penghasilan kanawan dalam
bentok subsich pajak atan tunjangan pajak tidak mempumal pengamh vang
signifikan terladap PPh badan. sehingga lupotesis ketiga vang menyatakan

H B =0 atau kebyakan pajak penghasilan karvawan dalam bentuk sobsidi
pajak atau tunjangan pajak mempunyai pengamih vang signifikan terhadap PPh
badan ditolak.

Daerah tolak Daeral tolak

Dﬂeml. terimg
2 /

"mn'lu"'h.?ll" .M-.-I.;?lq In qh"ﬁ.;l"

Gambar 3. Daerah penerimaan dan dacrah penolakan H;,
(Hipotesis ketiga)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama yang menyalakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyvawan
dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguniungkan bagi perusahaan daripada
subsidi pajak, ditolak.

Walaupun secara deskriptif penerapan kedua macam  kebijakan pajak
penghasilan  karyawan mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pajak
penghasilan badan, yaitu rata-rata jumlah pajak penghasilan badan pada
penerapan tunjangan pajak lebih kecil atau lebih menguntungkan daripada
rata-rata jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak, tetap
karena perbedaan tersebut sesuai hasil uji menghasilkan nilai g < tabe Yaitu
0,228 , 1,533, maka kedua macam kecbijakan pajak penghasilan karyawan
tersebut dianggap sama atan tidak ada vang lebih menguntungkan.

Perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan
subsidi pajak dengan pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan
pajak, ditolak.

Karena secara deskriptif rala-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan
subsidi pajak berbeda atau lebih besar daripada rata-rata pajak penghasilan
badan dalam pencrapan funjangan pajak, tetapi karena perbedaan tersebut
sesuai hasil uji menghasilkan nilai —tave < thinme < labes Yaitu —2,132 < 0,228 <
2,132, maka antara raia-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi
pajak dengan rata-rala pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan
pajak tidak terdapat perbedaan yang signifikan,

Kebijakan pajak penghasilan karvawan mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pajak penghasilan badan, ditolak.

Karena berdasarkan persamaan regresi terdapat pengaruh dan penerapan kedua
macam kebijakan pajak penghasilan karyawan terhadap jumlah pajak
penghasilan badan yaitu perubahan satu nilai X akan mempengaruhi nilai Y
sebesar 3, 1030, tetapi karena pengaruh tersebut sesuai hasil uji menghasilkan
milan ~taper < Ting < lager @t 6,314 < 1,3719 < 6,314, maka kebijakan pajak
penghasilan karyawan terhadap pajak penghasilan badan tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan,

Saran

Disarankan kepada manajemen PDAM Kabupaten Banyumas mempertin-
bangkan untuk menerapkan kebijakan pajak pengahsilan pasal 21 karyvawan
berupa pemberian tunjangan pajak, untuk mendukung program efisicnsi biava
berupa penghematan pajak, meskipun jumlah penghematannya sesuai hasil uji
statistik inferensial tidak signifikan.
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